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RINGKASAN 

 

 

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang dilakukan oleh kaum 

laki-laki yang menganggap perempuan  sebagai sebuah kepemilikan sehingga 

dapat memperlakukan perempuan sesuka hati mereka. Femisida merupakan isu 

global yang mencerminkan ketidaksetaraan gender di Indonesia, angka kasus 

femisida terus meningkat, menandakan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam 

sistem hukum yang ada untuk melindungi perempuan. Penetapan Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), 

merupakan langkah progresif dalam memberikan perlindungan terhadap korban 

kekerasan seksual. 

Tujuan Penelitian ini mengkaji dan memahami pengaturan hukum 

femisida dan perlindungan hukum korban femisida serta memahami penegakkan 

hukum femisida. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). dan studi literatur, 

serta menelaah  femisida yang ada di Indonesia.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum femisida 

termuat dalam UU PKDRT dan UU TPKS walaupun implementasinya terbatas. 

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana femisida masih terbatas terkait dengan 

regulasi yang ada di Indonesia. 

Femisida masih dikelompokkan sebagai tindak pidana yang diatur secara 

umum, dalam hal ini KUHP. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 458 KUHP 

tentang pembunuhan tidak menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut tidak 

ditujukan kepada gender tertentu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana 

femisida di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan melalui mekanisme sistem 

peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, 

kejaksaan, dan pengadilan. 

Disarankan bagi pembuat undang-undang untuk mengatur secara rinci 

terkait dengan tindak pidana femisida mengingat bahwa kejahatan tersebut 

korbannya gender perempuan. aparat penegak hukum untuk lebih memahami 

terkait femisida mengingat bahwa femisida merupakan kejahatan yang dilakukan 

hingga hilangnya nyawa orang lain, hal tersebut harus mendapat perhatian khusus 

mengingat bahwa perempuan yang merupakan korban dari perbuatan tersebut. 
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SUMMARY 

 

 

 

Violence against women in Indonesia is perpetrated by men who view 

women as their property, allowing them to treat women as they please. Femicide 

is a global issue that reflects gender inequality in Indonesia. The number of 

femicide cases continues to increase, indicating the need for evaluation and 

improvement of the existing legal system to protect women. The enactment of Law 

Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law) is a 

progressive step in providing protection to victims of sexual violence. 

The purpose of this research is to examine and understand the legal 

regulation of femicide and legal protection for victims of femicide, as well as to 

understand the enforcement of femicide laws. This research uses a normative 

legal research method with a statute approach and literature study, as well as 

examining existing femicide laws in Indonesia. 

The results of this research indicate that legal provisions on femicide are 

contained in the PKDRT Law and the TPKS Law, although their implementation 

is limited. Law enforcement against femicide crimes is still limited in relation to 

existing regulations in Indonesia. 

Femicide is still classified as a general criminal offense under the Criminal 

Code. Article 458 of the Criminal Code on murder does not specify that this crime 

is directed at a particular gender. Law enforcement against femicide in Indonesia 

is basically carried out through the criminal justice system, which involves law 

enforcement agencies, namely the police, the prosecutor's office, and the courts. 

Lawmakers are advised to regulate in detail matters related to the crime of 

femicide, given that the victims of this crime are women. Law enforcement 

officials should gain a better understanding of femicide, considering that it is a 

crime that results in the loss of another person's life. This issue deserves special 

attention, given that women are the victims of such acts. 
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